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ABSTRAK
Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR) sudah mengalami berbagai
perubahan dari konsep awal pembentukannya sebagaimana proses perubahan yang dilakukan
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut
UUD 1945). Majelis ini pada awalnya merupakan sebuah Lembaga Tertinggi Negara dengan
fungsi dan kewenangan yang sangat luas, sehingga banyak terjadi penyelewengan terhadap
fungsi dan kewenangan yang dimiliki lembaga ini yang pada akhirnya semakin dikurangi
seiring dengan proses perubahan UUD 1945 yang kemudian menjadikan kedudukan MPR
sejajar dengan Lembaga Negara lainnya yang diatur dalam UUD 1945 sebagai pelaksana
kedaulatan rakyat berdasarkan undang-undang dasar. Dengan fungsi dan kewenangan yang
dimiliki sekarang, banyak pihak yang menyatakan bahwa sudah seharusnya lembaga seperti
MPR ini dijadikan lembaga ad hoc tempat berkumpulnya DPR dan DPD dalam sidang-sidang
MPR atau bahkan ada yang mengatakan bahwa MPR sudah seharunya dibubarkan saja. Hal
tersebut menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian secara normatif yang akan
meneliti mengenai bagaimana pengaturan mengenai pengisian jabatan Pimpinan MPR selama
ini dan bagaimana urgensi pengisian jabatan Pimpinan MPR itu sendiri. Dari penelitian ini
ditemukan fakta bahwa tidak ada keseragaman pengaturan mengenai pengisian jabatan
Pimpinan MPR sehingga dijadikan sebagai ajang berbagi kekuasaan oleh para elite
dikarenakan UUD 1945 pun tidak mengatur secara rinci bagaimana proses pengisian jabatan
Pimpinan MPR tidak seperti Lembaga Negara lain yang proses pengisian jabatannya diatur
dalam UUD 1945. Kemudian penulis menyimpulkan bahwa jabatan Pimpinan MPR bisa saja
dirangkap oleh Ketua DPR dan/atau Ketua DPD secara ex-officio karena pengaturan mengenai
pengisian jabatan Pimpinan MPR merupakan open legal policy. Oleh karena itu, penulis
menyarankan untuk praktik pemisahan jabatan pimpinan lembaga legislatif dicukupkan
hingga keanggotaan 2014-2019. Untuk selanjutnya diharapkan gagasan ini dapat dibahas dan
diterapkan dalam MPR keanggotaan 2019-2014.
Kata Kunci: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pengisian Jabatan, Ex-Officio
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